
De Cive: 

Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Vol. 4 No. 4 April Tahun 2024 | Hal. 123 – 131 

DOI :   

 

 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its 

articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the 

copyright. 

 

Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di 

Lingkungan Loa Janan Ulu 

Cici Apriyani 1,a* 
a Universitas Mulawarman, Indonesia 
1 ciciapriyani113@gmail.com*  

*korespondensi penulis 

Informasi artikel  : ABSTRAK 

Received: 12 Februari 2024;  

Revised: 27 Februari 2024;  

Accepted: 10 Maret 2024. 

 Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan 

hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk 

suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor 

kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam 

perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran 

hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat 

yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang 

dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat 

dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Metode yang saya gunakan 

adalah kualitatif. Hasil dari artikel penelitian saya adalah kesadaran hukum, ketaatan 

hukum, serta tindakan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum. 

Kesimpulan Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi 

secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. 

Para koruptor tahu bahwa menyelewengkan atau menggelapkan uang negara, 

organisasi, ataupun  yayasan adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu 

masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang 

identik dengan ketidaktaatan hukum.  

Kata-kata kunci: 

Kesadaran Hukum; 

Ketaatan Hukum. 
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 The Role of the Community in Implementing Legal Awareness and Compliance in 

the Loa Janan Ulu Environment. The progress of a nation can be seen from the 

level of legal awareness and legal obedience of its citizens. The higher the legal 

awareness and legal compliance of the residents of a country, the more orderly life 

in society and the state will be. This factor of legal awareness and legal obedience 

has an important role in the development of law, meaning that the weaker the level 

of legal awareness of the community, the weaker the legal compliance, on the 

contrary, the stronger the legal awareness, the stronger the legal obedience factor. 

Community legal awareness which in turn will create a good law enforcement 

atmosphere, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society 

and provide benefits for community members. The method I use is qualitative. The 

results of my research articles are legal awareness, legal compliance, and actions 

that can be taken to increase legal awareness. Conclusion Basically, the Indonesian 

people know and understand the law, but they are also aware that they are still 

committing acts that violate the law. Corruptors know that misappropriating or 

embezzling state money, organizations, or foundations is a crime, but the fact is that 

these acts are still being carried out. The legal awareness of today's society is still 

weak which is identical with law disobedience  
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Pendahuluan 

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat di mana pun hukum itu bekerja. Bidang 

pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh 

pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan 

pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang 

dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka 

untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah 

satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan – kenyataan masyarakat (Marsinah, 2016). 

Kondisi hukum di Indonesia saat ini dirasa sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka 

yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu 

mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum 

khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses 

dan sistem peradilan pidana. 

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan semakin banyak 

membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, 

seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah 

pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya (Achmad, 2012).. 

Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, 

masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling 

mengejutkan adalah di lembaga peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau 

berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengena mafia peradilan, suap 

menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara 

pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari (Mula & Suryaningsi, 

2020; Yulia Erika, 2021). Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri 

adalah menjamin kepastian dan keadilan (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Gultom et, al., 2022,). 

Dalam kehidupan masyarakat-masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau 

tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-

norma (kaidah) hukum. 

Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada 

waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat 

mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian 

terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam 

bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum 

(Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Suryaningsi et al., 2021). Kesadaran hukum dalam masyarakat 

perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu 

merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan 

keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. 

Metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya 

(Poerwandari, 1998:29). Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan 

hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi 

kualitas dari fenomena yang diamati. Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, di mana peneliti 
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menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu 

(Creswell, 2012: 20). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki beberapa masyarakat di RT.08 Loa 

Janan Ulu terkait kesadaran hukum dan ketaatan hukum di masyarakat. Kasus-kasus dalam pendekatan 

ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

Hasil dan pembahasan 

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan 

pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.2 Kesadaran hukum pada titik tertentu 

diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan 

apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran 

hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.  

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh 

terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum 

tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan 

perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi 

sistem dan tata hukum yang ada.  

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari 

berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang 

dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan 

seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat 

sekelilingnya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok 

masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh 

suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat 

diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. 

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan 

dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan 

kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum 

berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa 

takut akan sanksi (Gultom, 2016). Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak 

adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Namun demikian, tidak sedikit negara 

yang secara kemajuan sangat tertinggal justru disebabkan karena kesadaran hukum yang dimiliki oleh 

penduduk sangat rendah dan berbagai faktor perubahan sosial . Sehingga negara tidak dapat menempuh 

tujuannya karena terlalu sibuk untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

warganya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu : 

Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang 

pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara 

luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh 

masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Bisa jadi karena 

kurang memiliki pengetahuan tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu 

sendiri. Jika menemui hal ini, maka dapat dipastikan negara harus menempuh jalur untuk menyebarkan 

luaskan segara peraturan di dalam hukum agar masyarakat dapat mengetahui peraturan yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum negara. Selain itu masih adanya macam-macam 

bencana alam di Indonesia. 

Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

selanjutnya adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui ketentuan 
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dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum. Artinya, ada beberapa masyarakat yang 

memahami terhadap peraturan yang ada di dalam hukum. Namun, hal ini belum cukup untuk membuat 

masyarakat mengakui ketentuan tersebut. Adakalanya memang masyarakat yang lebih mengetahui 

peraturan dalam hukum lebih berpotensi untuk mematuhi hukum. Dan juga biasanya mereka lebih sadar 

terhadap hukum yang berlaku. Untuk hukum kelautan juga harus memperhatikan  batas wilayah laut 

Indonesia. 

Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

selanjutnya adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum. Pengertian ini mengandung bahwa sejauh 

manakah suatu tindakan maupun perbuatan dari masyarakat yang dilarang oleh hukum. Selain itu, juga 

dengan reaksi masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Bisa 

jadi sangat dimungkinkan masyarakat dapat menentang dan juga dapat mematuhi ketentuan hukum 

yang berlaku. Hal itu sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sudah terjamin pemenuhannya. Hal 

itu dilakukan untuk perkembangan wilayah Indonesia. 

Penataan Terhadap Ketentuan Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya 

adalah penataan terhadap ketentuan hukum. Prinsip utama dari tugas hukum itu sendiri adalah untuk 

mengatur segala kepentingan warga masyarakat. Pada dasarnya kepentingan itu terlahir dari 

berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Biasanya hal itu akan 

merujuk pada anggapan tentang apa yang mereka lakukan yakni baik atau buruknya kepentingan itu 

sendiri. 

Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum 

selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan 

masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa 

kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan 

didapatkan ketika melanggar hukum. Meskipun dengan keberadaan keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia. 

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan 

oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor 

kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah 

merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap 

demi tahap sebagai berikut: (1) tahap pengetahuan hukum. Dalam hal ini, merupakan pengetahuan 

seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang 

dilarang atau apa yang dibolehkan; (2) tahap pemahaman hukum. Yang dimaksud adalah bahwa 

sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai 

isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut; (3) tahap sikap hukum (legal attitude) merupakan suatu 

kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa 

hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada 

elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 

Tahap Pola Perilaku Hukum. Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan 

hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana 

masyarakat mematuhinya. Semakin tinggi kesadaran hukum warga negaranya, lazimnya penegakan 

hukum dan ketertiban masyarakat juga kian teratur, serta mudah untuk memajukan bangsa tersebut. 

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap 

anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, 

menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut 

haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah 

dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. 
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Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap 

hukum yang diujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” 

masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak 

hukum itu sendiri. Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat 

terhadap hukum. Kesadaran hukum berupa keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 

manusia tentang hukum. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang 

konkret, harus dilaksanakan atau tidak sama sekali. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran 

hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik 

adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari 

kesadaran dan ketaatan hukum.  

Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia 

dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah 

patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa 

dalam konteks kepatuhan hukum, tentu ada sanksi yang mengintai, baik dalam bentuk positif atau 

negatif. Lalu, yang kerap ditanyakan, siapa yang wajib terlibat dalam kepatuhan hukum? Idealnya 

pelaksanaan kepatuhan hukum harus dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, bukan hanya masyarakat 

saja, namun juga penegak hukum sebagai aparat yang melaksanakan proses penegakan hukum. 

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum 

maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada 

kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: Legal consciouness as within the 

law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang 

disadari atau dipahami; Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum. 

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan 

akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak 

dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang 

menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Di 

dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan 

hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul 

sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau 

dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. 

Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. 

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil 

(1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence): pertama, 

Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut 

terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. 

Ketaatan tingkatan compliance merupakan ketaatan yang dipraktikkan di Indonesia. Seorang menaati 

atau tidak menaati hukum karena takut dikenakan sanksi. Ketaatan hukum jenis ini merupakan ketaatan 

dengan jenis atau tingkatan yang sangat rendah. Dikatakan tingkatan sangat rendah karena orang hanya 

taat aturan jika ada penegak hukum (polisi) yang mengawasi. Sebagai contoh dapat kita temukan 

banyaknya pelanggaran lampu rambu lalu lintas di jalan karena ketiadaan polisi mengawasi. Namun 

jika polisi hadir dan turut mengatur arus rambu lalu lintas maka di sini masyarakat seakan patuh dan 

taat terhadap hukum. Ketaatan masyarakat bukan berasal dari hati nurani sebagaimana 

ketaatan internalization, akan tetapi ketaatan hanya sebatas karena takut dikenakan sanksi. 

Kedua, Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya 

karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketaatan dengan 
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tingkatan internalization sejak lama dipraktikkan oleh Jepang. Masyarakat merasa malu dan bersalah 

jika melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Mereka senantiasa menaati hukum walaupun tidak 

diawasi oleh polisi. Bukanlah pemandangan mewah melihat mereka tetap menunggu lampu hijau 

walaupun tidak ada kendaraan yang sedang melintas. Sikap malu dan bersalah masyarakat 

merealisasikan prinsip supremasi moral dalam penegakan hukum. Walaupun Jepang bukanlah negara 

agamis namun mereka senantiasa menjaga dan merealisasikan prinsip moral yang merupakan 

pencerminan dari agama (kitab suci). Berbeda dengan negara Indonesia, di mana masyarakatnya 

agamis, namun sikapnya tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang dianutnya dan senantiasa 

melakukan pelanggaran dan kejahatan jika tidak sedang diawasi. 

Ketiga, ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-

benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila intrinsik yang dianutnya. Rendahnya 

ketaatan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kinerja pemerintah. Pemerintah sebagai representasi 

negara seharusnya memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat. Pencerdasan hukum diberikan 

melalui pendidikan atau sosialisasi terkait keberlakuan hukum atau undang-undang. Dengan pendidikan 

atau sosialisasi tersebut, diharapkan mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat yang sebelumnya 

taat karena takut akan sanksi (compliance) menjadi taat aturan karena sesuai dengan nilai intrinsik atau 

pola pikirnya (internalization). Perubahan pola pikir masyarakat sesuai dengan fungsi hukum sebagai 

alat untuk merubah masyarakat, dari tidak taat menjadi taat. 

Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau metaati hukum, 

ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep 

Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami 

dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati 

hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau praktiknya kewajiban 

tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat, norma-

norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-

masalah dengan keadaan tertentu. 

Pandangan mengenai pertanyaan mengapa seseorang harus taat pada hukum dapat dijawab secara 

filosofi, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dari tema tentang compliance dalam buku The 

Philosophy of Law An Encyclopedia karya editor Cristopher Berry Gray, bahwa paling tidaknya ada 

tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum, sebagai berikut: pertama, pandangan ekstrem 

pertama, adalah pandangan bahwa merupakan 'kewajiban moral' bagi setiap warga negara untuk 

melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi 

tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan 

rezim lalim. Kedua, pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah bahwa kewajiban 

utama bagi setiap orang ('prime face') adalah kewajiban untuk menaati hukum. Ketiga, pandangan 

ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama, 

adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk menaati hukum, jika hukum itu benar dan 

kita tidak terikat untuk menaati hukum. 

Jadi, dapat dipahami bahwa secara filosofis pada dasarnya setiap orang memiliki kewajiban 

untuk taat pada hukum. Ketiga pandangan di atas memilik pandangan tentang kewajiban untuk menaati 

hukum yang berbeda. Pandangan pertama memandang bahwa menjadi kewajiban moral untuk setiap 

warga menaati hukum kecuali, jika hukum itu tidak menjamin kepastian hukum atau inkonsisten. 

Pandangan lainnya yang bertentangan dengan pandangan sebelumnya, memandang bahwa kewajiban 

moral untuk menaati hukum hanya jika hukum itu benar, sehingga kita tidak terikat untuk menaati 

hukum. Pandangan lain yang dianggap sebagai pandangan tengah ialah pandangan bahwa kewajiban 

utama setiap orang ialah kewajiban untuk taat pada hukum. 
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Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan 

menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara 

rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau 

dalam praktik yang nyata. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum 

dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas 

penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law 

enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak 

boleh membeda-bedakan golongan. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman 

hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-

pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu 

diawasi dengan ketat. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya 

dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan 

dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. 

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. 

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan 

secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan 

formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan 

kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang 

berlaku di negara kita. 

Simpulan 

Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau 

ketertiban yang dibutuhkan.  Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah menyinergikan 

ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. 

Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus 

ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya 

hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan 

mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi 

semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kesadaran hukum dan ketaatan atau 

kepatuhan hukum sering didengar ketika orang menyampaikan “kesadaran hukum”, dengan “Ketaatan 

Hukum” atau “Kepatuhan Hukum”, sebagai suatu persepsi keliru. Pada dasarnya pemahaman 

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat dijelaskan bahwa: kesadaran hukum yang baik, yaitu 

ketaatan hukum, dan kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan atau ketidak patuhan hukum. 

Kewajiban moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa 

kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, orang dapat melanggar 

hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan menyatakan telah 

melanggar hukum, karena orang memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang 

diperintahkan oleh hukum. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara 

sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para koruptor tahu bahwa 

menyelewengkan atau menggelapkan uang negara, organisasi, ataupun  yayasan adalah tindak pidana, 

tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih 

lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. 
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